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ABSTRACT

Inspection of the crime scene in general, also presented the tactics of examining several types of crimes, which often arise and are often handled by patrol officers. Types of examination of the crime scene or cases include, among others, examination of the scene of a traffic accident, examination of the place of theft in Articles 362 and 363 of the Criminal Code, examination of the scene of a murder case as regulated in Article 338 of the Criminal Code, examination of the place of occurrence of cases of persecution regulated in Article 351 of the Criminal Code. The place of the case is the place where a criminal act occurred, or the consequences thereof and/or other places where evidence or victims related to the crime exist. Place of Genesis Cases have a narrow meaning and a broad meaning. In a narrow sense, namely the Place of Case where a crime occurs. Whereas in a broad sense, the crime occurred and other places where evidence or victims related to the crime. For patrol officers, it is necessary to pay attention to, namely in places that are vulnerable and quiet where a criminal act is being committed by the suspect, in a place like this the patrol must visit and carry out the activities that are being carried out by the patrol officer.
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ABSTRAK
Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara secara umum, juga disampaikan  taktik pemeriksaan  beberapa jenis kejahatan, yang sering muncul dan sering ditangani oleh para aparat petugas patroli. Jenis pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara kejahatan atau perkara antara lain, pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara kecelakaan lalu lintas, pemeriksaan  Tempat Kejadian Pencurian yang ada di dalam Pasal 362 dan 363 KUHP, pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP. Tempat Kejadian Perkara adalah tempat  dimana suatu tindak pidana  terjadi,  atau akibat yang ditimbulkan dan atau ditempat lainnya dimana barang bukti  atau korban  yang berhubungan  dengan tindak pidana itu ada. Tempat Kejadian Perkara  memberikan arti  sempit dan arti luas. Dalam arti sempit yaitu  Tempat Kejadian Perkara dimana suatu dimana apabila tindak pidana terjadi. Sedangkan dalam arti luas yaitu tindak pidana terjadi   dan tempat lain dimana barang buktim atau korban  yang berhubungan  dengan tindak pidana itu. Untuk petugas patroli  yang perlu diperhatikan adaah yaitu di tempat yang rawan dan sepi-sepi dimana tindak ppidana yang sedang diperbuat oleh tersangkanya, di tempat yang seperti inilah patroli harus mendatangi dan menjalankan kegiatan yang sedang diembannya oleh petugas patroli. 
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PENDAHULUAN
Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu kunci  dari pengungkapan perkara dari awal diketahui. Karena pemeriksaan tersebut akan  berusaha mencari  bukti-bukti yang ditinggalkan, mencari saksi yang melihat atau mendengar  atau merasakan  adanya kejadian tersebut. Serta masih mungkin adanya  pelaku pelanggaran atau kejahatan ditempat kejadian tersebut yang perlu diamankan. Dari kesemuanya sangatlah ada manfaatnya untuk dilakukan pengembangan  pengungkapan perkara kecelakaan tersebut.[footnoteRef:1] [1:  Junaidi Maskat. H. Patroli Teknik Dan Taktik. Bandung CV. Sibaya. 1997. Hlm 50] 

Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas  tersebut sering dilaksanakan oleh petugas patroli. Karena petugas Patroli khususnya anggota polisi Lalu Lintas  yang sudah siap di  tempat penjagaan, atau  sedang melaksanakan  patroli  dan mendapat  perintah untuk  mengadakan  pemeriksaan  di Tempat Kejadian Perkara pendahuluan, sebelum pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara. Sat Serse atau Polantas dari Tempat Kejadian Perkara tersebut. Untuk itulah pada petugas  patroli  harus mengerti benar pemeriksaan di Tempat Kejadian perkara.[footnoteRef:2] [2:  Ibid hlm 50] 

Adapun Tempat Kejadian Perkara yang didatangi petugas patroli tidaklah di lokasi Tempat Kejadian Perkara yang sejenis, tetapi hampir semua Tempat Kejadian Perkara. Contoh kejadian kecelakaan lalu lintas, seringnya petugas patroli datang ke Tempat Kejadian Perkara tersebut barulah  petugas Polantas, atau sering juga tidak didatangi petugas Polantas  karena di daerah yang jauh  dari Polres. Begitu juga Tempat Kejadian Perkara yang lain, seringnya didatangi terlebih dahulu oleh petugas Patroli, kemudian petugas Reserse. Karena para petugas Patroli harus menguasi pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara secara umum.
Sering kegagalan pemeriksaan  lanjutan karena pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara yang salah. Hal ini sering terjadi karena petugas yang datang  kurang  menguasai pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, yaitu hilangnya bukti-bukti, kaburnya saksi, maupun rusaknya Tempat Kejadian Perkara. Ditambah lagi Tempat Kejadian Perkara rusak oleh orang-orangg  yang ingin tahu, sehingga kaburnya barang bukti, karena pemeriksaan  Tempat Kejadian Perkara benar-benar harus  dikuasai  oleh petugas Patroli.
Barang bukti yang merupakan kunci utama  untuk pemeriksaan  lanjutan tidak ditemukan, sehingga  pemeriksaan lanjutan  sangat susah untuk  mengungkap terjadinya  perkara yang sedang ditangani tersebut. Seperti kasus pembunuhan  yang pernah terjadi seperti banyak ditemukan sisidk jari yang ada, maka proses selanjutnya dalam pembuktian  dipersidangan, yang lebih menyedihan  vonis bebas bagi tertuduh yang melakukan pembunuhan disebabkan sudah banyak sidik jari di Tempat Kejadian Perkara, maka apabila ada perkara yang sedang ditangani dan dperiksa di Temat Kejadian Perkara masyarakat tidak diperbolehkan untuk mendatangi Tempat Kejadian Perkara.
Disamping itu tidak benarnya pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara, akan mengakibatkan  pengungkapan  perkara tersebut memerlukan biaya, dan tenaga yang relatif lebih banyak, untuk mencari pelaku kejahatan itu. Dan kadang kala pihak aparat memerlukan tanaga yang berlipat ganda untuk mencari bukti dan saksi tersebut.[footnoteRef:3] Dari hal yang seperti ini Tempat Kejadian Perkara  perlu ditangani  secarabenar dan tepat, sehingga akan  memudahkan pemeriksaan  yang akan datang atau lanjutan, serta lebih berhemat sumber daya dalam  pengungkapan  perkara yang bersangkutan [3:  Ibid hlm 51] 


    METODE
Metode yang dipergunakan adalah dengan mempergunakan cara   pendekatan  yang bersifat Empiris. Pendekatan ini dipergunakan pada masalah yang akan di bahas  berhubungan dengan realitas dilapangan  dan sikap serta tindakan  yang diambil oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas  dan wewenangnya. Dan juga berdasarkan dan peraturan perundang-undangan  yang berlaku untuk memberikan perspektif  terhadap hal yang akan diteliti.[footnoteRef:4] [4:  Bambang Sunggono, Metode Peneliitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo. 2007. Hlm 118] 

Pendekatan Empiris ini digunakan  dengan harapan  untuk diperoleh  gambaran yang benar  tentang latar belakang Patroli merupakan Pencegahan Dan Penindakan, apabila pihak Pemerintah tidak cepat untuk melakukan patroli, maka masyarakat yang mempergunakan jalan raya akan terancam kenyamanannya.
      
      HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengamanan Tempat Kejadian Perkara
Cara mengamankan dan membuat lebih aman Tempat Kejadian Perkara yaitu dengan menyekat daerah tempat Kejadian Perkara dan menentukan batas serta Tempat Kejadian Perkara dijaga dengan ketat.
a. Menentukan daerah Tempat Kejadian Perkara
Suatu Tempat Kejadian Perkara dapat diketahui lebih awal. Serta daerah yang diamankan lebih jelas,  serta batas-batas daerah dapat dibuat dengan tegas. Untuk menentukan daerah ini dijaga dengan pengamanan aparat kepolisian, agar Tempat Kejadian Perkara dapat terlihat dengan jelas serta hal-hal yang timbul dapat dicatat untuk keperluan lebih lanjut.
b. Membuat batas Tempat Kejadian Perkara
Setelah selesai  batas yang ditentukan  daerah Tempat Kejadian Perkara, kemudian  kegiatan berikutnya yaitu memberikan batas. Batas  tersebut diupayakan  dengan tanda  yang jelas, bahwa daerah itu ada kejadian perkara dan tidak boleh masuk. Hal tersebut perlu jelas nampak, memberikan berita yang benar.
1) Tanda yang jelas adalah perlu dibuat dari bahan yang warnanya menyolok (kuning dan merah). Sehingga orang banyak yang akan melewati  akan melihat  jelas adanya pembatas.
2) Memberikan informasi yang jelas dan tegas yaitu pada  batas tersebut adanya kalimat  yang secara tertulis terang. Contoh dilarang  masuk pada tanda yang tertulis tersebut.
3) Pembatas tersebut cukup menghalangi pembatas dipasang  pada tiang-tiang yang diucapkan  melingkari Tempat Kejadian Perkara.
c. Mengamankan Tempat Kejadian Perkara
Masyarakat yang ada dalam Tempat Kejadian Perkara  tidak semuanya yang diperbolehkan meningggalkan  Tempat Kejadian Perkara, perlu adanya yang diduga kemungkinan adanya pelaku ada ditempat tersebut atau adanya saksi yang dilokasi tersebut.
Apabila ada yang diduga  adaya pelaku yang baru terjadi, perlu diadakan pemeriksaan singkat, apabila dihasilkan pemeriksaan singkat adanya indikasi kuat adanya pelaku, maka jangan diperbolehkan  meninggalkan  guna pemeriksaan lebih lanjut. Orang-orang yang berkerumn di Tempat Kejadian Perkara, perlu diduga adanya ada yang dapat dijadikan  saksi. Untuk itu harus adanya pencari informasi secepatnya kepada orang-orang  yang ada disekitar. Informasi yang berkaitan dengan Tempat Kejadian Perkara  harus segera dicari terhadap orang yang memberikan informasi yang lebih jelas. Orang itu perlu dicatat  identitas yang lengkap, sehingga  apabila diperlukan  untuk dimintai keterangan  lebih lanjut akan lebih cepat dihubungi. Apabila selesai dicatat identitas, maka diperboolehkan  meninggalkan  tempat lokasi  yang diberi batas  itu. 
Disamping itu, masyarakat  di luar pembatas tidak diperbolehkan  masuk ke dalam lokasi, masyarakat tersebut biasanya ingin melihat kejadian. Apalagi ada hubungan kekeluargaan, mereka secara paksa  ingin masuk. Untuk itulah disamping pembatas. Juga ada petugas  yang mengamankan  dengan  melarang masyarakat yang ingin masuk.
Di dalam usaha mengamankan Tempat Kejadian Perkara seperti diatas, apabila ada korban  yang masih hidup atau ada dugaan masih hidup, maka perlu diadakan pengecualian. Petugas patroli  harus segera menyelamatkan  korban yang diduga  masih hidup,  tanpa merusak bukti-bukti obyektif yang ada, atau merubah tempatnya. Untuk sebelum menolongharus memperhatikan  dari kejauhan yang seadanya, apabila ingin menolong korban, dan tidak melakukan perubahan bukti-bukti yang ada. Bila perlu kalau ada ambulans, maka petguas yang lain memanggil ambulans, seterusnnyya apabila ambulan sudah tiba, maka petugas ambulans mengangkat sikorban, jangan merubah dan merusak barang bukti, dan sebelum pihak korban diangkat perlu juga korban diberi batas tanda dengan kapur atau bentuk tanda lain yang membatasi bagian  luar badan korban tersebut.
Djunaidi Maskat[footnoteRef:5] mengatakan  yang sangat penting pada waktu mengamankan Tempat Kejadian Perkara yaitu sebagai berikut : [5:  Djunaidi Maskat Ibid hlm 53] 

1) Jika ada korban yang tidak sadar,  usahakan untuk menolong, dan harus berusaha korban bisa bicara, dengan beberapa kata atau beberapa kalimat sangat berguna  untuk mengungkapkan perkara.
2) Tempat Kejadian Perkara harus dijaga  seperti apa yang ada  pada waktu  ditemukan Tempat Kejadian Perkara itu.
3) Jangan sampai khalayak ramai  yang ada di sekitar Tempat Kejadian Perkara meninggalkan lokasi begitu saja.
4) Jangan sampai masyarakat masuk ke dalam Tempat Kejadian Perkara, sebab akan merusak  atau menghancurkan bukti-bukti yang ada.
5) Lindungi dan perhatikan informasi yang mendasar dari saksi-saksi yang melihat masyarakat yang melaporkan  kejadian, atau korban di Tempat Kejadian Perkara.
2. Memeriksa Tempat Kejadian Perkara
Personil yang sudah lengkap fungsi tehnisnya dalam personil operasional dasar, dimana  pada kesatuan  tersebut ada petugas yang menangani Tempat Kejadian Perkara baik yang ada di Sat Reserse maupun di Sat Lantas, maka petugas Patroli  hanya sampai pada tahap “Pengamanan Tempat kejadian Perkara” saja. Tetapi bagi kesatuan  yang tidak lengkapfungsi teknisnya lokasi yang jauh dari jangkauan dari kota seperti Polsek, maka tidak jarang pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara sampai selesai dilaksanakan oleh Petugas  Patroli tersebut. Untuk itulah petugas patroli  perlu menguasai pemeriksaan tempat Kejadian Perkara. Dan selanjutnya dibuat laporan pemeriksaan.
Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara  untuk menelaah dan memeriksa barang-barang bukti apa yang ada di tempat Kejadian Perkara tersebut, dari bukti-bukti yang ada dapat dihubungkan  antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, mengkaitkan  dengan penjelasan saksi-saksi yang diperoleh dengan tidak merubah bukti-bukti tersebut. Bukti tersebut dapat diberi tanda seperti dengan angka atau abjad, sehingga  barang bukti tersebut dapat digunakan  bentuk situasi proses kejadiannya.
3. Pemotretan
Apabila Tempat Kejadain Perkara telah dilaksanakan, dan sudah diketahui perkiraan proses terjadinya kejahatan, tempat-tempat barang bukti dan diberi tanda nomor barang bukti barulah diadakan pemotretan tersebut akan memperjelas bagi yang akan menggambarkan  kembali suatu kejahatan  yang telah terjadi, bagi pengungkapan perkara. Baik dari penyidik kepolisian, penuntut umum dari kejaksaan, hakim di pengadilan negeri.
Bagi penyelidik yang akan mengungkapkan perkara, bisa menggambarkan  kembali proses kejahatan yang telah berlangsung, dengan menggambarkan  tersebut dapat membantu melacak diperkirakan apakah modus operandinya. Dalam perkiraan modus operandinya, penyelidikan dapat mempersempit siapa yang patut diduga sebagai pelaku kejahatan tersebt. Sehinggga penyelidikan akan menjadi lebih efektip dan efisien.
a. Pemotretan Tempat Kejadian Perkara di luar gedung atau rumah
Ada  (tujuh) Pemotretan Tempat Kejadian Perkara baik di dalam gedung maupun di dalam rumah yaitu sebagai berikut :
1) Pengambilan  gambar lokasi tempat Kejadian Perkara dilakukan secara umum;
2) Pengambilan gambar terhadap titik masuk ke dalam daerah Tempat Kejadian Perkara;
3) Pengambilan gambar terhadap titik keluar dalam daerah Tempat Kejadian Perkara;
4) Pengambilan gambar terhadap lokasi Tempat Kejadian Perkara dari masuk tempat Kejadian Perkara dari yang tidak jelas menjadi jelas dan terang benderang.
5) Pengamblan gambar terhadap Tempat Kejadian Perkara, khususnya bukti-bukti  yang ditinggalkan  secara terang dan jelas;
6) Pengambilan gambar secara close up bukti-bukti penting
7) Pengambilan gambar dari titik kearah keluar.
b. Pemotretan Tempat Kejadian Perkara yang Berada  di dalam ruangan
Pemotretan  terhadap Tempat Kejadian Perkara  dalam ruang dapat digambarkan atau perkiraan situasi ditemukan Kejadian, dantaranya yaitu :
1) Pemotretan dari jarak jauh;
2) Pemotretan terhadap gedung yang didalamnya ada Tempat Kejadian Perkara;
3) Pemotretan terhadap depan gedung, yang bisa nampak pintu depan;
4) Pengambilan tempat masuknya penjahat.
O.C. Kaligis[footnoteRef:6] mengatakan hukum pidana adalah peraturan yang mengatur perbuatan dan tindakan  yang bertentangan dengan hukum sekaligus sanksi  yang dikenakan kepada siapa saja yang  melakukan. Sehingga bisa dikatakan  bahwa hukum pidana memiliki fungsi ganda yaitu : [6:  O.C. Kaligis. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana. Bandung Alumni.  2006, hlm 33] 

1. Sebagai sarana penanggulangan kejahatan;
2. Sebagai sarana peraturan tentang kontrol sosial baik secara spontan maupun secara tertulis oleh negara dengan alat perlengkapannya.

    KESIMPULAN
Apabila ada kejahatan yang terjadi tanpa diketahui oleh aparat kepolisian, maka masyarakat diwajibkan untuk melaporkan ada kejadian yang sedang berlangsung, sehingga pihak kepolisian dapat langsung bertindak untuk mengetahui siapakah pelakunya, dan siapakah korbannya. Kepolisian harus cepat tanggap untuk melakuukan pemeriksaan di tempat Kejadian Perkara, baik perkara kecelakaan lalu lintas maupun kejahatan.
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